








 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12490 

Telepon: 021-5264517/18 Fax: 021-5205310 
 

 
 

Jakarta, 13 Desember 2022 

Nomor : PPE.PP.01.05-2632 
Lampiran : - 
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian 

Rancangan Menteri Ketenagakerjaan 

 
Kepada Yth. 
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 
di 
    tempat 
 

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-1/1776/HK.02/XI/2022 tanggal 4 November 

2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Menteri Ketenagakerjaan dan telah 

dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah 

diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang 

Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi 

substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami 

sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada Saudara untuk mendapatkan 

penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.  

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan 

penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-

undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi 

ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Peraturan Menteri dimaksud belum diundangkan, agar 

dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud. 

  

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih. 

 

Plt. Direktur Jenderal 

Peraturan Perundang-undangan, 

 

 

 

 

Dr. Dhahana Putra 
NIP. 196909091993031001 
 
 

Tembusan kepada Yth.:
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

Ketenagakerjaan tentang Budaya  Kerja  dan Kode Etik  Aparatur Sipil Negara di Kementerian



 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2023 
TENTANG 

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN 
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 
(2), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 74 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia, Pasal 86 ayat (6) Peraturan 
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 
dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan 

Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan 
Migran, perlu mengatur kembali sanksi administratif 
dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia; 
b. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 
Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah tidak 

sesuai dengan kebutuhan pemberian sanksi 
administratif, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 
dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia; 






